
a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan
dan pertanggungjawaban perjalanan dinas serta
berdasarkan huruf B angka 12 Surat Menteri Dalam
Negeri Nomor 900.1.15.2j1S920jKeuda Hal
Penjelasan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
Perjalanan Dinas Pemerintah Daerah, perlu
dilakukan pengaturan pelaksanaan dan
pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam
Peraturan Wali Kota sebagai pedoman pelaksanaan
perjalanan dinas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pelaksanaan
dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam
Negeri;

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,
Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang­
Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950
(Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan
Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 551);
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
LembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor4286);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (LembaranNegaraRepublik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
LembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-UndangNomor2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor6856);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor5601)sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor6856);

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan
LembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor6897);

7. Peraturan Pemerintah Nomor8 Tahun 2006 tentang
PelaporanKeuangandan KinerjaInstansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor4614);
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8. Peraturan Pemerintah Nomor18Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwaki1an Rakyat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor
6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor18Tahun 2017 tentang

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor6, Tambahan NegaraNomor6847);

9. Peraturan Pemerintah Nomor12Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor6041);

10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Uasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan
atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

tentang Pengadaan Barang/ Jasa (Lembaran Negara
RepublikIndonesia Tahun 2021 Nomor63);

11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor53 Tahun 2023
tentang Perubahan AtasPeraturan PresidenRepublik
Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor112);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam
Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan
Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor678);
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Pasa11
Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

3. WaHKota adalah WaHKota Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Bandung.

5. Pimpinan DPRD adalah pejabat Daerah Kota yang
memegangjabatan ketua dan wakil ketua DPRD sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Anggota DPRD adalah pejabat Daerah Kota yang
memegang jabatan Anggota DPRD sesuai ketentuan
peraturan perundang- undangan.

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada
Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan
Pemerintahan Daerah.

8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN
adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada
instansi pemerintah.

BABI
KETENTUANUMUM

PERJALANANDINASDALAMNEGERI.

TENTANG TATA CARA
PERTANGGUNGJAWABAN

PERATURAN WALl KOTA
PELAKSANAAN DAN

MEMUTUSKAN:

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 144);

15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun
2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2023 Nomor
2);
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9. PegawaiTidak Tetap adalah pegawai yang diangkat
untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan
tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat
teknis profesional dan administrasi sesuai dengan
kebutuhan dan kemampuan organisasi.

10.Pihak Lain adalah orang selain Pejabat Negara,
Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang
mendapat penugasan melakukan Perjalanan Dinas.

11.Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas
melewatibatas Kotadan/ atau dalamKotadari tempat
kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan
tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di
dalam negeri.

12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkatAPBDadalah rencana keuangan
tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

13.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA
adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan
fungsiSKPDyang dipimpinnya.

14.Kuasa PenggunaAnggaranyang selanjutnya disingkat
KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna
Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan
fungsi SKPD.

15.Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya
disingkatKuasaBUDadalah pejabat yangdiberikuasa
untuk melaksanakan tugas BUD.

16.Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk
untuk menerirna/menyimpan, membayarkan,
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan
uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka
melaksanakan APBDpada SKPD.

17.Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat
fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan,
membayarkan, menata-usahakan dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan
belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBDpada
unit kerja SKPD.

18.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatanyang selanjutnya
disingkat PPTKadalah Pejabat pada SKPDatau unit
SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa
kegiatanj subkegiatan dari suatu program sesuai
dengan bidang tugasnya.
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19. Surat Tugas adalah naskah dinas berisi tugas dari
atasan kepada bawahan untuk melaksanakan
perintah pekerjaan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

20. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat
SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA

dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas pejabat
daerah, pegawainegeri,pegawaitidak tetap dan pihak
lain.

21. Pelaksana SPD adalah Wali Kota, Wakil Wali Kota,
Pimpinan DPRD,Anggota DPRDdan ASN,Pegawai
Tidak Tetap serta Pihak Lain yang melaksanakan
PerjalananDinas.

22. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah
dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan
dibayarkan sekaligus.

23.Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai
dengan bukti pengeluaranyang sah.

24.TempatKedudukanadalah lokasi kantor.
25.Tempat Tujuan adalah tempat/Kota/Kabupaten yang

menjadi tujuan PerjalananDinas.
26.Kabupaten adalah Kabupaten pembagian wilayah

administratifdi Indonesiadi bawah Provinsi.
27.Kota adalah Kota pembagianwilayah administratif di

Indonesiadi bawah Provinsi.
28. Pengumandahan atau Detasering adalah penugasan

sementara waktu.
29.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan KeIja

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA
SKPDadalah dokumenyangmemuat pendapatan dan
belanja SKPD atau dokumen yang memuat
pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang
melaksanakan fungsi Bendahara UmumDaerah yang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh
pengguna anggaran.

30.UangPersediaanyang selanjutnyadisingkatUPadalah
uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang
diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk
membiayai kegiatan operasional pada satuan kerja
perangkat daerahj'unit satuan kerja perangkat daerah
danIatau untuk membiayai pengeluaran yang
menurut sifatdan tujuannya tidakmungkindilakukan
melaluimekanismepembayaran langsung.
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Pasa13
(1) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana Pasal 2 ayat (2)

dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip:
a. selektif, untuk kepentingan yang sangat tinggi

dan prioritas yang berkaitan dengan
penyelenggaraanpemerintahan daerah;

b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan
pencapaian kinerja Perangkat Daerah;

c. efisiensipenggunaan belanja daerah; dan
d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan

perjalanan dinas dan pembebanan biaya
Perjalanan Dinas.

Pasa12
(1) Peraturan WaH Kota ini mengatur mengenai

pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan
Dinas dalam negeri bagi Wali Kota, WakilWali Kota,
Pimpinan DPRD, Anggota DPRD,ASNdan Pegawai
TidakTetap, serta Pihak Lainpada Pemerintah Daerah
Kotayang dibebankan pada APBDKotaBandung.

(2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah Perjalanan Dinas Jabatan.

BAB II
TUJUANDANRUANGLINGKUP

31. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS
adalah pembayaran Iangsung kepada pihak ketiga atas
dasar petjanjian kontrak kerja atau Surat Tugas kerja
Iainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah,
penerima, peru ntukan, dan waktu pembayaran
tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.

32. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut
TU adalah tambahan uang muka yang diberikan
kepada bendahara pengeluararr/bendahara
pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran
atas pelaksanaan APBDyang tidak cukup didanai dari
UP dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan.

33. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan
sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran
dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah,
baik berupa Standar Biaya Umum dan Harga Satuan
Pokok Kegiatan Pemerintah Daerah Kota Bandung.
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Pasal4
Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana Pasal 2 ayat (2)
digolongkan menjadi:
a. Perjalanan Dinas luar kota yaitu perjalanan dinas yang

melewati batas kota; dan

BABIII
PELAKSANAANPERJALANANDINASJABATAN

menerbitkan dan mengawasi pelaksanaan Surat
Tugas;

b. Bendahara Pengeluaran dalam melakukan
pengujian atas pembayaran kepada Pelaksana
SPD; dan

c. Pelaksana SPD dalam melaksanakan Perjalanan
Dinas.

(3) Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diwujudkan dalam hal-hal sebagai berikut:
a. kepastian tidak terdapat pelaksanaan Perjalanan

Dinas yang tumpang tindih atau rangkap;
b. Perjalanan Dinas hanya dilaksanakan oleh

Pelaksana SPD yang memang benar-benar
diharapkan memberikan kontribusi nyata dalam
hasil yang akan dicapai;

c. tidak terdapat Perjalanan Dinas untuk kegiatan
yang seharusnya dapat dilakukan di kantor;

d. mengutamakan pencapaian kinerja dengan pagu
anggaran yang telah tersedia; dan

e. sesuai dengan batas-batas yang berlaku di dalam
masyarakat.

(4) Biaya Perjalanan Dinas tidak dapat dibebankan
apabila terdapat:
a. bukti-bukti pengeluararr/dokumen yang palsu;
b. melebihi tarif tiket/biaya penginapan resmi (mark

up);
c. pelaksanaan perjalanan dinas rangkap pada

waktu yang sarna; danj'atau
d. pelaksanaan dan pembayaran biaya perjalanan

dinas yang tidak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan mengenai
perjalanan dinas.

dalamSPD

(2) Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib dilaksanakan oleh:
a. PA/KPA/Atasan Pelaksana
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Pasa16
(1) Naskah Dinas penugasan untuk Perjalanan Dinas

Jabatan olehPelaksanaSPDterdiriatas:
a. Surat Tugas;dan
b. SPD.

(2) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a berisi perintah dari atasan kepada bawahan
untuk melaksanakan pekeIjaan sesuai tugas dan
fungsi.

(3) Dalam hal berdasarkan Surat Tugas sebagaimana
dimaksudpada ayat (1),dilakukan:
a. Perjalanan Dinas Jabatan yang melewati batas

kota; atau

Pasa15
Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan dalam rangka:

a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada

jabatan;

b. mengikuti rapat, seminar dan kegiatan sejenis lainnya;

c. Pengumandahan atau detasering;
d. menempuhujian dinas atau ujianjabatan;
e. menghadapmajelispengujikesehatan pegawainegeri

atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan
yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan
dokter tentang kesehatannya guna kepentingan
jabatan;

f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat
keterangan dokter, karena mendapat cedera pada
waktu atau karena melaksanakan tugas;

g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan
majelispengujikesehatan pegawainegeri;

h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara
Diploma/S1/S2/S3; dan

i. mengikuti pendidikan dan pelatihan serta kegiatan
peningkatankapasitas sumber dayamanusia.

b. Perjalanan Dinas dalam kota yaitu perjalanan dinas

yang dilaksanakan di dalam kota yang terdiri atas

pelaksanaan lebih dari 8 (delapan) jam.
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b. Petjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di
dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam, Surat
Perintah dimaksud menjadi dasar penerbitan
SPD.

(4) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditandatangani oleh:
a. Wali Kota untuk Wali Kota, Wakil Wali Kota,

Sekretaris Daerah, Asisten Daerah dan Kepala
Perangkat Daerah;

b. Wakil WaH Kota untuk Sekretaris Daerah,
Asisten Daerah dan Kepala Perangkat Daerah
apabila WaHKota berhalangan;

c. Sekretaris Daerah atas nama Wali Kota untuk
Asisten Daerah, Kepala Perangkat Daerah dan
Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah;

d. Ketua DPRD untuk Ketua DPRD, Pimpinan
DPRDdan Anggota DPRD;

e. Salah satu Pimpinan DPRD untuk Pimpinan
DPRD dan Anggota DPRD apabila Ketua DPRD
berhalangan;

f. Kepala Perangkat Daerab /Unit Ketja untuk
Kepala Bidang/Kepala Sub Dinas/Kepala
Seksi/Kepala Sub Bagian dan semua pegawai di
lingkungan Perangkat Daerah/Unit Kerja
masing-masing.

(5) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
merupakan dokumen yang diterbitkan oleh
PA/KPA/atasan pelaksana petjalanan dinas pejabat
daerah, ASN,Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lain.

(6) SPD ditandatangani oleh PA/KPA/Atasan Pelaksana
SPD dan pejabat di tempat pelaksanaan petjalanan
dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan
petjalanan dinas.

(7) Dalam penerbitan SPD, PA/KPA/Atasan Pelaksana
SPD berwenang untuk menetapkan tingkat biaya
Petjalanan Dinas dan alat transportasi yang
digunakan untuk melaksanakan Petjalanan Dinas
Jabatan yang bersangkutan dengan memperhatikan
kepentingan serta tujuan Petjalanan Dinas tersebut.

(8) SPD sebagaimana dimaksud pad a ayat (5) dibuat
sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Wali Kota ini.
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biaya taksi
(5) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c merupakan hiaya yang diperlukan untuk
menginap:
a. di hotel; atau
b. di tempat menginap lainnya.

(6) Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan biaya
penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5),
berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. Pelaksana SPD diberikan biaya penginapan

sebesar 30%(tigapuluh persen) dari tarif hotel
di Kota Tempat Tujuan sebagaimana diatur
dalam Keputusan WaliKotamengenaiStandar
BiayaUmum;

bus/ stasturr/bandara/
keberangkatan dan kepulangan.

(4) Selainbiaya transportasi sebagaimanadimaksud pada
ayat (3), biaya perjalanan dinas jabatan diberikan

terminal
pelabuhan

dipungut dib. retribusi yang

Pasal 7
(1) KomponenbiayaPerjalananDinasJabatan terdiri atas:

a. uang harian;
b. biaya transportasi;
c. biayapenginapan; dan
d. uang representasi perjalanan dinas,

(2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdiri atas:
a. uang makan;
b. uang transportasi lokal;dan
c. uang saku.

(3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b terdiri atas:
a. perjalanan dinas dari Tempat kedudukan

sampai Tempat Tujuan dan kepulangan
termasuk biaya ke terminal bus/
stasiurr/bandara/pelabuhan keberangkatan;
dan

BABIV

BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN
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Pasal9
(1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1),digolongkan dalam
3 (tiga)tingkat, yaitu:
a. tingkat Auntuk Walikota, WakilWaliKota dan

Pimpinan DPRD;

Pasal8
Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (1)diberikan untuk Perjalanan Dinas
Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan
ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
WaliKota ini.

b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dibayarkan secara lumpsum;

c. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada

ayat (5)dibayarkan sesuai pengeluaran riil; dan

d. dalam pelaksanaannya, mekanisme

pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti

pengeluaran yang sah berupa kuitansi/ price
list HotelTempat Tujuan dan Surat Pernyataan
Pelaksana SPD, berupa Daftar Pengeluaran Riil
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan WaliKota ini.

(7) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d dapat diberikan kepada Wali Kota, Wakil
Wali Kota, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD serta
pejabat Eselon II selama melakukan Perjalanan Dinas.

(8) Sewa kendaraan dalam kota hanya dapat diberikan
kepada Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Pimpinan
DPRD dengan menggunakan biaya riil dengan
berpedoman pada Standar Harga Satuan
Barang/ Jasa.

(9) Komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tercantum dalam
Keputusan Wali Kota terkait Standar Harga Satuan
Barang/ J asa.
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b. tingkat B untuk Anggota DPRD,Pejabat Eselon
II, dan Pejabat Lainnya yang setara; dan

c. tingkat C untuk Pejabat Eselon III/PNS
Golongan IV, Pejabat Eselon IV/ PNS Golongan
III, PNSGolongan II dan I serta Non ASN.

(2) Penggolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dimaksudkan untuk menentukan fasilitas transport
bagi Pelaksana SPD.

(3) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (1) diberikan berdasarkan
tingkat biaya Perjalanan Dinas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. uang harian dibayarkan secara lumpsum dan

merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur
dalam Keputusan Wali Kota mengenai Standar
Harga Satuan Barang/ Jasa;

b. biaya transportasi pegawai dibayarkan sesuai
dengan biaya riil berdasarkan Fasilitas
Transport sebagaimana tercantum dalam
Lampiran IV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan WaliKotaini;

c. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan
biaya riil dan berpedoman pada Keputusan
WaHKota mengenai Standar Harga Satuan
Barang/ Jasa; dan

d. uang representasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (7)dibayar secara lumpsum
dan merupakan batas tertinggi sebagaimana
diatur dalam Keputusan WaHKota mengenai
Standar HargaSatuan Barang/.Jasa.

(4) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas
Jabatan dalamPasal 2 ayat (2)bagiWaliKota,Wakil
WaliKota,ASNdan Pihak Lain dilakukan secara at
cost (biayariil).

(5) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas
Jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2)
dilakukan secara Lumpsum untuk seluruh
komponen biaya perjalanan dinas dan merupakan
batas tertinggi sebagaimana diatur dalam
KeputusanWaliKotatentang Standar HargaSatuan
Barang/ Jasa dengan tetap memperhatikan prinsip
efisiensi, efektivitas, kepatuhan, kewajaran dan
akuntabilitas.

13



Pasal10
(1) Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat,

seminar, menjadi narasumber dan sejenisnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b
dilaksanakan dengan biaya Perjalanan Dinas
Jabatan yang ditanggung oleh panitia
penyelenggara.

(2) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk
mengikuti rapat, seminar, menjadi narasumber dan
sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara biaya
Perjalanan Dinas Jabatan dimaksud dibebankan
pada DPASKPD Pelaksana SPD.

(3) Panitia penyelenggara menyampaikan
pemberitahuan mengenai pembebanan biaya
Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) dalam surat/undangan
mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya.

(4) Rincian biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk
mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b
tercantum dalam Lampiran V yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota
ini.

(5) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan
secara bersarna-sama untuk melaksanakan suatu
kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya, seluruh
Pelaksana SPD dapat menginap pada
hotel/penginapan yang sarna.

(6) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan
yang sarna sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
lebih tinggi dari satuan biaya hotel Zpenginapan
sebagaimana diatur dalam Keputusan Wali Kota
mengenai Standar Harga Satuan Barang/.Jasa,
maka Pelaksana SPD menggunakan fasilitas kamar
dengan biaya terendah pada hotel/ penginapan
dimaksud.

(6) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud
Pasal 2 ayat (2) bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
diberikan berdasarkan tingkat biaya perjalanan
dinas dan seluruh komponen biaya perjalanan dinas
dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas
tertinggi sebagaimana diatur dalam Keputusan Wali
Kota tentang Standar Harga Satuan Barang/.Jasa.
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Pasal 12
(1) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas Jabatan

melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat
Tugas /Sf'D dan tidak disebabkan oleh
kesalaharr/kelalaian, Pelaksana SPD dapat
diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan
dan uang represen tasi.

(2) Tambahan uang harian, biaya penginapan dan uang
representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dimintakan kepada PA/KPAuntuk mendapat
persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa:
a. Surat keterangan kesalahan /kelalaian dari

Syahbandar /Kepala Bandara/perusahaan jasa
transportasi lainnya; dan/ atau

Pasal 11
(1) Uang harian yang dibayarkan secara lumpsum

sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) huruf
a sesuai dengan jumlah hari riil pelaksanaan
Perjalanan Dinas Jabatan.

(2) Pembayaran uang harian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mengacu pada jumlah hari yang
tercantum dalam Surat Tugas.

(3) Pertanggungjawaban uang harian sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan jumlah hari
riil pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan.

(4) Uang harian Perjalanan Dinas Jabatan untuk
mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya yang
diselenggarakan dengan paket meeting (fullboard/
fullday/ halfday) dibayarkan sebagaimana Lampiran
V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Wali Kota ini.

(5) 8agi pelaksana SPD yang melakukan Perjalanan
Dinas Jabatan untuk menempuh ujian dinasj'ujian
jabatan dan mengikuti pendidikan setara
Diploma/Sl/S2/S3 dibayarkan uang harian 1
(satu) hari pada saat kedatangan darr/atau 1 (satu)
hari pada saat kepulangan.

(6) Uang harian dapat diberikan kepada peserta
pendidikan dan pelatihan dalam hal tidak
disediakan asrama/ penginapan dan akomodasi
tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara.
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Pasal 14

(1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas diberikan dalam

batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPASKPD

berkenaan.

(2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada Pelaksana
SPD paling cepat 5 (lima) hari kerja sebelum
Perjalanan Dinas dilaksanakan.

(3) Pada akhir tahun anggaran, ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat melebihi 5 (lima) hari

kerja menyesuaikan dengan ketentuan yang mengatur
mengenai langkah-langkah menghadapi akhir tahun

anggaran.

BABV

PEMBAYARANBIAYAPERJALANANDINAS

Dasar pelaksanaan dan pembayaran biaya perjalanan

dinas diberikan sesuai dengan batas pagu anggaran yang

tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan

Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) yang telah

disahkan.

Pasal 13

b. Surat keterangan perpanjangan tugas dari

pemberi Perintah.

(3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) PAjKPA membebankan biaya

tambahan uang harian, biaya penginapan dan uang

representasi pada DPASKPDberkenaan.

(4) Tambahan uang harian, biaya penginapan dan uang

representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

tidak dapat dipertimbangkan untuk hal-hal

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e

sampai dengan huruf i.

(5) Dalam haljumlah hari Perjalanan Dinas kurang dari

jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, Pelaksana

SPD harus mengembalikan kelebihan uang harian,

biaya penginapan dan uang representasi, yang telah

diterimanya.
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Pasal17
(1) Penyediajasa untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas

dapat berupa event organizer, biro jasa perjalanan,
perusahaan jasa transportasi, dan perusahaan jasa

perhotelanIpenginapan.

Pasa116
(1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan

mekanisme UPITU dilakukan dengan memberikan
uang muka kepada Pelaksana SPDoleh Bendahara
Pengeluaran dan/atau Bendahara Pengeluaran
Pembantu.

(2) Pemberianuang muka sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), berdasarkan persetujuan pemberian uang
muka dari PPTK dengan melampirkan dokumen

sebagaiberikut:
a. SPD;
b. kuitansi tanda terimauang; dan
c. rincian biayaPerjalananDinas.

mekanisme Pembayaran Langsung (LS)berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pembayaranbiaya Perjalanan Dinas Jabatan dengan

mekanismeLSdilakukanmelalui:
a. perikatan dengan penyediajasa; dan
b. PelaksanaSPD.

(3) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan melalui

perikatan dengan penyedia jasa sebagaimana
dimaksudpada ayat (2)huruf a meliputi:
a. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka

pelaksanaan tugas dan fungsiyangmelekatpada
jabatan; dan

b. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka
mengikutirapat, seminar dan sejenisnya;

Dinas Jabatan
UP/TU darr/atau

Pasa115

Pembayaran biaya Perjalanan
dilakukan melalui mekanisme

(1)

17



menggunakan Surat Tanda Setoran.

kelebihan pembayaran sebagaimana
pada ayat (2) dilakukan dengan

Penyetoran

dimaksud
(3)

Pasal20

(1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas Jabatan dengan

mekanisme LS dilakukan melalui transfer dari Kas

Daerah ke rekening pihak ketiga atau Pelaksana SPD.

(2) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang
dibayarkan kepada Pelaksana SPD melebihi biaya
Perjalanan Dinas Jabatan yang seharusnya

dipertanggungjawabkan, kelebihan biaya Perjalanan
Dinas Jabatan tersebut harus disetor ke Kas Daerah

melalui PAjKPA.

Pasal 19

(1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada penyedia
jasa didasarkan atas prestasi kerja yang telah

diselesaikan sebagaimana diatur dalam

kontrakj perjanjian.

(2) Atas dasar prestasi kerja yang telah diselesaikan,
penyediajasa mengajukan tagihan kepada PAjKPA.

Pasal 18
(1) KontrakjpeIjanjian dengan penyedia jasa dapat

dilakukan untuk 1 (satu) paket kegiatan atau untuk

kebutuhan periode tertentu.

(2) Nilai satuan harga dalam kontrakjpeIjanjian tidak

diperkenankan melebihi tarif tiket resmi yang

dikeluarkan oleh perusahaan jasa transportasi atau
tarif penginapanjhotel resmi yang dikeluarkan oleh

penginapan j hotel.

(2) Penetapan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur

pengadaan barangjjasa pemerintah.
(3) Komponen biaya Perjalanan Dinas yang dapat

dilaksanakan dengan perikatan meliputi biaya

transpor termasuk pembelianjpengadaan tiket

danjatau biaya penginapan.
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Pasal21
(1) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang

dibayarkan kepada pelaksana SPD melebihi atau
kurang dari biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang
seharusnya dipertanggungjawabkan wajib
disetorIdibayarkandengan ketentuan:
a. kelebihan biaya perjalanan dinas yang

dibayarkan melalui mekanisme UP/GU,
disetorkan ke rekening Bendahara
Pengeluaran/Bendahara PengeluaranPembantu;

b. kelebihan biaya perjalanan dinas yang
dibayarkan melalui LS disetorkan ke RKUD
melalui Bendahara Pengeluaran/Bendahara
PengeluaranPembantu;dan

c. dalam hal biaya perjalanan dinas yang
dibayarkan melalui UPIGUdan LS kurang dari
yang seharusnya, dapat dimintakan
kekurangannya olehpelaksana perjalanan dinas.

(2) Dalamhal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan
dinas, biayapembatalan dapat dibebankan pada DPA­
SKPDberkenaan, denganmelampirkan:
a. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Peijalanan

Dinas dari pejabat yang menandatangani Surat
Tugas;

b. Surat PernyataanPembebananBiayaPembatalan
PerjalananDinas;dan

c. Pernyataarr/Tanda Bukti Besaran Pengembalian
Biaya Transportasi dari perusahaan jasa
transportasi dan/ atau penginapanyangdisahkan
oleh Pengguna Anggararr/Kuasa Pengguna
Anggaran.

(3) Biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)yang dapat dibebankan pada DPA-SKPDyaitu:
a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya

penginapan;atau

(4) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang
dibayarkan kepada Pelaksana SPDkurang dari yang
seharusnya, dapat dimintakan kekurangannya.

(5) Pembayaran kekurangan biaya Perjalanan Dinas
Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat
dilakukan melaluimekanismeUPITU atau LS.
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kendaraan dalam Kotaberupa kuitansi atau bukti
pembayaran lainnya yang dikeluarkan olehbadan

Oinas;
c. Tiket pesawat, boarding pass, airport tax,

retribusi, dan bukti pembayaran moda
transportasi lainnya;

d. Oaftar Pengeluaran Riil;
e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa

pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas

dan biaya Perjalanan Dinas kepada PA/KPAdan PPTK
paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan
Oinas dilaksanakan.

(2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Oinas Jabatan
dengan melampirkan dokumen sekurang-kurangnya
berupa:
a. Surat Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

6 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d,
huruf e dan huruf f;

b. SPO yang telah ditandatangani oleh

PA/KPA/Atasan Pelaksana SPD dan pejabat di
tempat pelaksanaan Perjalanan Oinas atau pihak
terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan

mempertanggungjawabkanSPD(1) Pelaksana
Pasal23

BABVI

PERTANGGUNGJAWABANBIAYAPERJALANANDINAS

Pasal22
Tata cara pengajuan tagihan kepada PA/KPA,pengujian
surat permintaan pembayaran, dan penerbitan Surat

Perintah Membayar oleh PA/KPA,dan penerbitan Surat
Tugas Pencairan Dana (SP2D)olehKuasa BUDberpedoman
pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi

atau biaya penginapan yang tidak dapat

dikembalikan/ refund.
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f. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap
lainnya; dan

g. laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas
dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.

(3) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi
Pimpinan dan Anggota DPRD sekurang-kurangnya
melampirkan:
a. Surat Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

6 ayat (4)huruf e dan huruf f;
b. SPD yang telah ditandatangani oleh

PA/KPA/Atasan Pelaksana SPD dan pejabat di
Tempat Tujuan atau pihak terkait yang menjadi
tempat tujuan perjalanan dinas;

c. Kuitansi tanda terima pembayaran biaya
perjalanan dinas lumpsum. Besaran lumpsum
dihitung untuk seluruh komponen biaya

perjalanan dinas berdasarkan Keputusan Wali
Kotatentang Standar Harga Satuan Barang/ Jasa
yang dibayarkan oleh Bendahara
Pengeluarari/Bendahara Pengeluaran Pembantu
kepada Pimpinan dan AnggotaDPRD;

d. Pakta integritas yang merupakan pernyataan
tentang komitmen untuk melaksanakan tugas
dan tanggung jawab perjalanan dinas sesuai
Surat Tugas;

e. laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang
ditandatangani Pelaksana SPD dengan
melampirkan dokumentasi/foto kegiatan dan
bukti pertanggungjawaban disimpan oleh
Pelaksana SPD;dan

f. Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud
pada huruf e dapat disimpan pada Sekretariat
DPRD.

(4) Format SPD, Kuitansi dan Pakta Integritas
sebagaimana dimaksud pada ayat (3)huruf b, huruf c
dan huruf d sebagaimana tercantum dalam Lampiran

usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan

kendaraan;
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pendidikanmempertimbangkan tingkat
jkepatutanjtugas yang bersangkutan.

Pasal26
(1) Pejabat penerbit Surat Tugas sebagaimana dimaksud

dalamPasal6 ayat (2)dapat memerintahkan pihak lain
di luar Pejabat NegarajAparatur SipilNegarajPegawai
TidakTetap untuk melakukan Perjalanan Dinas.

(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)yang
melakukan Perjalanan Dinas untuk kepentingan
negara, digolongkan dalam tingkat sebagaimana
dimaksud dalam PasaI 9 ayat (1).

(3) Penggolongan terhadap pihak lain sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh
PAj KPAjPPKjAtasan Pelaksana SPD dengan

BABIX

KETENTUANLAIN-LAIN

Pasal25
(1) PAjKPA menyelenggarakan pengendalian internal

terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas.
(2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan

BAB VIII

PENGENDALIANINTERNAL

Pasal24
Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen,
menaikkan dari harga sebenarnya (mark up), danjatau
Perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam
pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang
mengakibatkan kerugian negara, Pelaksana SPD
bertanggungjawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang
dilakukan.

I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Wali Kota ini.
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BERITADAERAHKOTABANDUNGTAHUN2023 NOMOR1

Diundangkan di Bandung

pada tanggal 8 Januari 2024
SEKRETARISDAERAHKOTABANDUNG,

TID.

EMASUMARNA

Ditetapkan di Bandung

pada tanggal 8 Januari 2024
Pj. WALlKOTABANDUNG,

TID.

BAMBANGTIRTOYULIONO

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Pasal27
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

(4) Pegawai Negeri Sipil Golongan I dapat melakukan
Perjalanan Dinas dalam hal mendesak/khusus, dalam
hal tenaga teknis tidak diperoleh di tempat
bersangkutan.
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( )
NIP .

Dikeluarkan di .
Tanggal .
Pengguna Anggararr/ Kuasa
Pengguna
Anggaran

*coret yang tidak perlu

1 Pengguna AnggaranjKuasa Pengguna
2 Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan

perjalanan dinas
3 a. Pangkat dan Golongan a.

b. .Iabatan/Instansi b.
c. Tingkat Biaya Petjalanan Dinas c.

4 Maksud Perjalanan Dinas
5 Alat angkut yang dipergunakan
6 a. Tempat berangkat a.

b. Tempat tujuan b.
7 a. Lamanya Perjalanan Dinas a.

b. Tanggal berangkat b.
c. Tanggal harus kembalij tiba di tempat c.

baru *)
8 Pengikut: Nama Tanggal Lahir Keterangan

1.
2.
3.
4.
5.

9 Pembebanan Anggaran
a. SKPD a.

b. Kode Rekening b.

10 Keterangan lain -lain

SURATPERJALANANDINAS (SPD)

Lembar ke :
Kode
Nomor

KOPNASKAHDINAS
PERANGKATDAERAH

Logo
Daerah

A. Format SPD

LAMPlRAN I
PERATURAN WALl KOTA BANDUNG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN
DINAS DALAM NEGERI



1. Berangkat dari
(Tempat Kedudukan)
Ke
Pada Tanggal
Kepala.....
Selaku Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan

NIP
II Tiba ..................... Tiba . ........................

Pada Tanggal: .................... Pada Tanggal: ........................
Kepala Kepala

(..................... ) (........................... )
NIP NIP

III Tiba ...................... Tiba . ........................
Pada Tanggal: ..................... Pada Tanggal: ........................
Kepala Kepala

(..................... ) (.......................... )
NIP NIP

IV Tiba: ....................... Tiba ..........................

PadaTanggal: ....................... Pada Tanggal : ......................
Kepala Kepala

(..................... ) (.......................... )
NIP NIP

V Tiba: ........................ Tiba: ........................
PadaTanggal: ........................ Pada Tanggal : ........................
Kepala Kepala

(..................... ) (.......................... )
NIP NIP

VI Tiba: ....................... Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa
Pada Tanggal : ....................... perjalanan tersebut di atas dilakukan atas
Kepala perintahnya dan semata-mata untuk

kepentingan jabatan dalam waktu yang
sesingkat -singkatnya

(.................. )
NIP

VII Catalan Lain-lain
VIII PERHATIAN:

Pengguna AnggaranjKuasa Pengguna Anggaran yang menerbitkan SPD,
pejabat pegawaijpihak lain yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat
yang mengesahkan tanggal berangkatj tiba, serta bendahara pengeluaran
bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Daerah
apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan
kealpaannya.
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NIP.NIP.
. .....................................
ttdttd

Bendahara Pengeluararr/ Bendahara
Pengeluaran Pembantu,

Menyetujui
Pengguna Anggararr/ Kuasa
Pengguna Anggaran,

...................................

Meterai ttd

Rp.l0.000

20 ..
Penerima

............ , .

Rp .
Rp .
Rp .
Rp .
Rp .

dengan rincian:
1.uang harian
2.biaya transportasi
3.biaya penginapan
4.uang representasi perjalanan dinas :
5.biaya aksi

Bendahara Pengeluararr/Bendahara Pengeluaran
Rp .

Sudah terima dari
Pembantu Sebesar
Terbilang
Rupiah

Untuk pengeluaran : Biaya perjalanan dinas dalam rangka
melaksanakan kegiatan

KUITANSI

No. Kuitansi:
Tahun Anggaran:

KOP NASKAHDINAS
PERANGKATDAERAH

~L::J

B. Format Kuitansi
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Pj. WALl KOTA BANDUNG,

TTD.

BAMBANG TIRTOYULIONO

Rp.l0.000

Meterai

. , 20 .
Pelaksana Perjalanan Dinas,

Yangbertanda tangan di bawah ini:
Nama
Tempat, tanggal lahir
NIK
Jabatan
Alamat
Denganini menyatakan:
1) bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai

dengan Surat Tugas nomor tanggal dalam
rangka melaksanakan kegiatan ke .
dari tanggal s.d .

2) bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan
perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan
mempertanggungjawabkanbiaya perjalanan dinas kepada Pengguna
AnggaranjKuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari
kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.

3) bahwa saya bersedia mengembalikanjmenyetorkan kelebihan biaya
pe-jalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan
kepada saya melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya
dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang­
undangan yang berlaku.

Demikianpernyataan ini saya buat dengan sebenamyasecara sadar dan
tanpa paksaan dari siapa pun. Apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan danj atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai
dengan hukum yang berlaku.

PAKTA INTEGRITAS

PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKlLAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

KOP NASKAH DINAS

PERANGKAT DAERAH

Logo
Daerah

C. Format Pakta Integritas
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~
SANTOSA LUKMp<NARIEF, SH

Pe~ina
NIP. 19760604 200604 1 002

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

PADA SEKRETARIAT UAERAH KOTA BANDUNG,

~.WALIKOTABANDUNG

TID.

BAMBANG TIRTOYULIONO

NIP .NIP .

................... , tanggal, bulan, tahun
Pelaksana SPD

Mengetahui/ Menyetujui
Pengguna Anggarari/ Kuasa Pengguna
Anggaran

Demikian pemyataan ini kami buat dengan sebenamya, untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar
dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan
apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran,
kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas
Negara.

JumlahUraian

I Jumlah

No

1. Biaya transpor pegawai dan Iatau biaya penginapan di bawah ini
yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi:

Jabatan: .
berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor tanggal ,
dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama
NIP

Yang bertandatangan di bawah ini:

LAMPIRAN II
PERATURAN WALl KOTA BANDUNG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN
DINAS DALAM NEGERI

DAFTAR PENGELUARAN RIlL



JeDis PerjalaDaD Uang Blaya Blaya JumlahHari
NO Transpor yaDg

DiDa JabataD Harian PengiuapaD Pepwai dibayarkaD

a. lPeIjalanan Dinas Jabatan
~alam rangka pelaksanaan Sesuai
~ugas dan fungsi yang melekat ..J ..J ..J tpenugasan
tpadajabatan.

b. lPeIjalanan Dinas Jabatan
untuk mengikuti rapat, Sesuai

..J 1) ..J 1) ..J 1) penugasanseminar dan sejenisnya.

c. Perjalanan Dinas Jabatan
dalam rangka Pengumandahan

..J ..J 2) ..J 3)
Maksimal90

(Detasering). (sembilan
puluh) hari

d. Perjalanan Dinas Jabatan
untuk menempuh ujian

..J ..J ..J 2 (dua)hari
dinasjujian jabatan.

e. Perjalanan Dinas Jabatan
untuk menghadap Majelis
Penguji Kesehatan Pegawai
Negeri atau menghadap
seorang dokter penguji Sesuai
kesehatan yang ditunjuk, tpenugasan
untuk mendapatkan surat
~eterangan dokter tentang

..J ..J ..Jkesehatannya guna
kepentingan jabatan.

f. Perjalanan Dinas Jabatan
untuk memperoleh pengobatan

..J ..J ..Jberdasarkan surat keterangan lSesuai
dokter karena mendapatkan penugasan
cidera

KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN MELEWATI

BATAS KOTA

PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN
DINASDALAMNEGERI

DANPELAKSANAAN

LAMPlRANIII
PERATURANWALlKOTABANDUNG
NOMOR 1 TAHUN2024
TENTANG
TATA CARA



-~
0. ~t_~~
SANTOSAI:~~ANARIEF, SH

- _,. P-e bina
_i)7:00604200604 1 002

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALABAGIANHUKUM

PADASEKRET~DAERAH KOTABANDUNG,

Pj. WALl KOTABANDUNG

TID.

BAMBANGTIRTOYULIONO

Rincian biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti kegiatan
rapat, seminar, dan sejenisnya berdasarkan Lampiran tersendiri
sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Wali kota ini.
Biaya penginapan diberikan pada saat kedatangan dan selama masa
Pengumandahan (Detasering) dalam hal tidak tersedia rumah dinas.
Biaya transpor pegawai diberikan untuk transport pada saat
kedatangan dan kepulangan.
Uang Harian diberikan berupa uang saku sesuai standar biaya selama
mengikuti kegiatan
Biaya Penginapan diberikan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1
(satu) hari pada saat kepulangan.

-v 5)5.

-v 4)4.

3.

-v 2)2.

-v 1) :1.

Keterangan :

JeDi. Perjalanan Uang Blaya Blaya JumlahHari
NO Transpor yang

Dinas Jabatan Harian Penginapan Pep.ai dibayarkan

g. Perjalanan Dinas Jabatan
iUntukmendapatkan -v -v -v
pengobatan berdasarkan
~eputusan Majelis Penguji Sesuai
~esehatan Pegawai Negeri. ~nugasan

h. Perjalanan Dinas Jabatan
untukmengikuti pendidikan
setara DiplomajSl/S2/S3. Maksimal2

-v -v -v (dua) hari

i. Perjalanan Dinas Jabatan
untuk mengikuti pendidikan -v 4) -v 5) -v Sesuai
dan pelatihan. penugasan

2



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

PADA SEKRET:ARlAT DAERAH KOTA BANDUNG,

- ~.
SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Pembina
NIP:i:9760604 200604 1 002

~.WALIKOTABANDUNG

TID.

BAMBANG TIRTOYULIONO

No PEJABAT TINGKAT MODATRANSPORTASI LAINNYA
NEGARA BIAYA PESAWAT KAPAL KERETA

PERJALANAN UDARA LAUT API/BUS
DINAS

1 2 3 4 5 6 7
1. Ketua/Wakil Ketua A Bisnis VIP/ Kelas Special / Sesuai

dan Anggotapada IA Eksekutif
MPR, Kenyataan

DPR,DPD,BPK,MA,
MK,dan Menteri,
Pejabatsetingkat
Menteri, Gubemur,
Wakil Gubemur,
Bupati/ Walikota,
Ketua/Wakil Ketua/
Anggota Komisi,
Pejabat Eselon I,
serta Pejabat lainnya
yang setara

2. Pejabat Negara B Ekonomi Kelas I B Eksekutif Sesuai
Lainnya, Pejabat

KenyataanEselon II, dan
P~abatLainnyayang

3. Pejabat Eselon C Ekonomi Kelas II A Eksekutif Sesuai
III/PNS Golongan

KenyataanIV, Pejabat Eselon
IV/ PNSGolongan
III, PNSGolongan II,
Golongan I dan Non

FASILITAS TRANSPORT BAGI PELAKSANA SPD

LAMPlRAN IV
PERATURAN WALl KOTA BANDUNG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN
DINAS DALAM NEGERI



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPAtA BAGIAN HUKUM

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,
I

Pj. WALl KOTA BANDUNG,

TID.
BAMBANG TIRTOYULIONO

~: Biaya Penginapan diberikan apabila terdapat kesulitan transportasi
sehingga memerlukan waktu untuk menginap.

Keterangan :

NO KOMPONENBIAYA UANG UANG BIAYA
PERJALANANDINAS HARlAN TRANSPOR PENGINAPAN

PEGAWAI
Dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam
1. Peserta " - .j

2. Panitia/ .j - "Moderator

3. Narasumber -v - -v

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

LAMPIRANV
PERATURAN WALl KOTA BANDUNG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN
DINAS DALAM NEGERI


